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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSE NUSA TENGOARA TIMUR
NOMOR 225 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH FATIMAH NANGAPAANG

KABLUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEFALA KANTOR WILAYAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGOARA TIMUR,

Menimbang

Mengingat

bahwa dilim mogka meningkatkan akses pendidikan madmasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarkial melalui
organisasi berbadan hukum uniuk menyelenggirakan madmsah
sestal dengan standar nasional pendidikan,

bahwa madrasah ving tercantum dadam lampiran kepitusan ind
telah memeniubi persyaratan administratif, teknls, dan kelayakan
vang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimena dimaksud dalum
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor
Wilaynh Ketenterian Agioma Provins) Nusa Tenggam Tinur tentang
Pemberian lxin Operasional Pendirian  Madrasah  Tsanawiyah
Futimiah Nangapanng Kablupaten Manggirni;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nosional {Lembaran Negiarm Republik Indonesia Tahun 2000 Nossor
78, Tambahan Lembarmn Negara Republik Indonesia Momar 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ouru dan Dosen
(Lembaran Negera Republik Indonesin Tahiun 2005 Nomor 157,
Tambahav Lembiran Negura Republik Indonesin Nomaor 4586
Undang-Undang Nomaor 15 Tahun 2019 tentang Perubahin Atas
Undung-Undang Nomor 12 Tabun 20011 tentang Pembentukan
Prrundang-Undangan  (Lembaran Negura  Republik  Indonesia
Tabun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negum Republik
Indonesin Nomor 63U8);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajlb Belajor
[Lesmbaran Negarm  Republik Indodesin Tahun 2008 Nomor 90,
Tambuhan Lembarng) Negars Republik Indonesin Nomaoc 4863},
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lemibaran Negiorm Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tumbaban Lembaran Negara Repabnlik Indonesia Nomar
4804),

Permturin Pemerintah Nomor 66 Tabhun 2010 tentang Perubahan
Atas  Pernturan  Pemerintah Nomor 17 Tuhun 2010 tentang
Pengelolann dan Penyvelenggnran Pendidikan [Lembaran Negara
Republik Indooesis Thbun 2010 Nowmor 112, Tumbahan Lembarnn
Negara Republik Indonesda Nomor 5157);



Menetapkan

KESATU

7. Peruturan Pemerintabh Nomor 32 Tabun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintal Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia
Nomor 54 10);

8. Pemturan Pemetintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahban
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambéalen
Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 6358);

9. Pematurmn Menteri Pendidikan Nasional Nemor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah
Itidniyah, Sekolah Menengahr Pertama /Madrasah Tsangwivah, dan
Sekolah Menengah Atas/Madmsah Alivah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayasn Nomor 23 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peratumin Menteri Pendidlkan
Nasional Nomor 15 Tabun 2010 tentang Standar Pelavanan
Minimal Pendididsin df Kabupaten/Kota (Berita Negars Repablik
Indonesia Taliin 2013 Nomor 464);

11, Perqiuran Menteri Agama Nomor 31 Tabun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturen Menteri Agama Nomor 2 Tabun 2012
tentang Pengawss Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama
Inlam pads Sekolih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684);

12. Peraturan Mentenn Agama Nomor 19 Tabun 2019 lentang
Ormﬂdnnﬁllkﬂjllnmvﬂtﬂulmuﬂmw
(Aerita Negarn Republik Indonesia Tahua 2019 Nomor 17175

13. Peratumn Menteri Agama Nomor 66 Thhun 2016  tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun
2013 entang Penvelenggaman Peodidikan Madmsal  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17335

14, Keputusan Menteri Agmam Nomor 777 Tahun 2016 tentang
Pedoman penyusunan Kepatusan Menteri dan Instrumen Hukut
lainnye,

15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Pendirian Madrsah Yang Disclenggarmkan Oleh Masyarakat

MEMUTUSKAN :

. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVING! NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL  PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH FATIMAH
NANGAPAANCO KABUPATEN MANGGARAL

Mcmberikan irin operasional pendirian  madrasah  kepada Madrasah
sebagnimans tercantum dalam lampiran mmuuphnh;hntﬂnk
terpisthkan dari keputusan ini,



KEDUA !

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Setelah jangka waktu 4 tahun, kepald Madmsah yang bersangkutan

wajiby

a. menyampaikan laporan perkembmngan Madrasah kepada Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Munggarai yang wemuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuban standar sarana prasarana, dan pelaksanaan
pemenuban standar pendidik dan tenaga kependidilan; dan/atn;

h‘wmmmwmmw;mm

. Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA buruf a dinlai memenuhi standar pelayanan  minimal
penyelenggaraan  pendidikan  dan/atau hasil akreditasi sebagaimana
dimakstud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat  minimal C,
maka Mupmuwmmmmm
tetap berlaku;

. Dalam hal perkembangan Madrasah scbagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA huruf a dinilal memenuhi standar pelayanan  minimal
penyelenggaraan  pendidikan  dan/atau basil akreditasi sebagaimana
dimaksud Diktum KEDUA hurufl b tidak mendapat peringkat minimal C,
maka ixin operasional scbagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dicabut;

. Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

upabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penctapannye akan
dipdakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang,
Pada tinggal 3, Juli 2020




LAMPIRAN

KEPUTLUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 22§ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH NURUL
FIKRI KABUPATEN SUMBA TIMUR

ldentitas Madrasah yung diberikan lzin Opernsional *

1. | Nama Madrasah ¢ | MTs FATIMAH NANGAPAANG
2. | Nomor Statistik : | 121253100003
: | Nanga Pa'ang, RT. 001 /RW. 001
Desa/Kel. Legu
3. | Alamat Madmaah Kecamatin Satar Mese
Kabupaten Manggaral
Provinsi Nusa Tenggam Timur
| 4 Hnml ¥ ¢ | Yaynsan Nurussalihah
5. Aktle Notaris Organisasi : | No. 05 Theresesin Sunita Numk
Penyelenggarm | Tanggal 11 Januari Tahun 2016
& Pengesahan Akte Notaris | : | AHU-200 AH.02.01 Tahun 2016

Orpiriisas) Penyelenggam Tanggal 21 Januar 2016
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